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ABSTRAK 

 

Ahmad Azhari Simanjuntak (2022) : Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Dalam Menangani Anak Terlantar 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak Menurut Tinjauan Fiqh 

Siyasah. 

 

 Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan, Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Peraturan 

Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar 

Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Anak terlantar sesungguhnya 

adalah anak-anak yang masuk kategori anak rawan atau anak-anak yang 

membutuhkan perlindungan khusus (children in needof special protection). 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan, 

seperti permasalahan anak terlantar yang ada di kota  Pekanbaru berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tugas maupun fungsi Dinas sosial 

kota pekanbaru terhadap anak-anak terlantar, dan juga pandangan fiqh siyasah 

dalam menangani anak terlantar. 

 Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum 

sosiologis(kualitatif). Dengan beberapa teknik pengumpulan data seperti 

observasi(peninjauan), wawancara(Tanya jawab untuk mendapatkan jawaban 

bersama narasumber), dan dokumentasi (usaha pengumpulan data untuk 

mendapatkan dokumen, berupa foto, video, dan rekaman suara). 

Dari hasil penilitian yang penulis dapatkan, maka penulis memperoleh 

jawaban bahwasanya dinas social kota pekanbaru, memiliki Kendala yang 

dihadapi oleh dinas sosial dalam menjalankan tugasnya adalah bahwa kendala-

kendala yang dijumpai oleh dinas sosial baik dari internal maupun eksternal. 

Tugas dan fungsi dari dinas social sangat berhubungan erat yaitu dari tugas dan 

fungsi dinas sosial yang melindungi hak anak terlantar, berkaitan dengan kaidah 

fiqh yang artinya, kebijakan pemimpin sangat bergantung kepada kemaslhatan 

masyarakatnya, dan juga kegiatan konseling yang dilakukan oleh dinas sosial 

Juga sangat berhubungan dengan memilihara kesehetan mental dalam islam. 
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ABSTRACT 

 

Ahmad Azhari Simanjuntak (2022): The Function of the Pekanbaru City 

Social Service in Handling Abandoned 

Children Based on Law Number 35 of 

2014 concerning Child Protection 

According to Fiqh Siyasah Review. 

 

The background of the writing of this thesis is Law Number 35 of 2014 

concerning Child Protection and Law Number 23 of 2004 concerning the 

Elimination of Domestic Violence, as well as Riau Province Regional Regulation 

Number 3 of 2013 concerning the Protection of Children's Basic Rights. Child 

protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that 

they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human 

dignity and protection from violence and discrimination. Abandoned children are 

actually children who are categorized as vulnerable children or children who need 

special protection (children in need of special protection). 

In writing this thesis the author raised several issues, such as the problem 

of neglected children in the city of Pekanbaru based on Law Number 35 of 2014, 

as well as the duties and functions of the Pekanbaru City Social Service towards 

neglected children, and also the views of fiqh siyasah in dealing with neglected 

children. . 

The research used by the author is sociological law research (qualitative). 

With several data collection techniques such as observation (review), interviews 

(Question and answer to get answers with sources), and documentation (data 

collection efforts to obtain documents, in the form of photos, videos, and sound 

recordings). 

From the results of the research that the author got, the author got the 

answer that the social service of Pekanbaru City, has constraints faced by the 

social service in carrying out its duties, namely that the obstacles encountered by 

the social service both internally and externally. The duties and functions of the 

social service are very closely related, namely from the duties and functions of the 

social service that protect the rights of abandoned children, related to the rules of 

fiqh which means, the leader's policy is very dependent on the benefit of the 

community, as well as counseling activities carried out by the social service. 

maintaining mental health in Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pancasila adalah dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di 

Negara Republik Indonesia, Sila ke-5 dari berbunyi “Keadilan sosial bagi 

seluruh Rakyat Indonesia.” Maksud dari sila ini sendiri setiap warga Negara 

Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, 

ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 yang 

menyatakan Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" 

dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap 

warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan", maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan 

makmur. Adapun cakupan mengenai keadilan sosial seperti hukum, 

kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bidang sosial. 

Undang-undang  juga menyinggung keadilan sosial bagi rakyatnya 

yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 

sosial. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ini 

adalah untuk terselenggaranya kesejahteraan sosial, dengan upaya yang 

terarah dan terpadu dan berkelanjutan, yang meliputi rehabilitasi sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi warga Negara 

Indonesia.
1
 

                                                             
1
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
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Keadilan sosial juga membahas tentang ruang lingkup anak, baik dari 

keikutsertaan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak agar terpenuhi hak 

anak tersebut, maka untuk menunjang hal ini dibuatlah undang-undang 

Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk 

terpenuhinya hak anak, antara lain yaitu, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, 

dan berkembang, serta mendapatkan  perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.
2
 

Keikutsertaan pemerintah dalam melindungi hak khusus anak, salah 

satunya dengan cara dibentuklah Anak Dinas Sosial. Landasan berdirinya 

lembaga ini sendiri akibat adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-

laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan dan anak mendapatkan 

posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.  Disisi 

lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak 

kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi 

Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi 

anak kurang yodium, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini 

merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat.
3
  

Banyak hal yang menunjang tujuan yang ingin dicapai Negara, salah 

satunya Negara membuat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Otonomi Daerah. Pemerintah daerah sendiri adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 

(DPRD), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

                                                             
2
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindangan Anak 

3
 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3 (diambil pada pukul 15.30, 5 

November 2019) 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3
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otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  Pemerintah Daerah mencakup, Gubernur, Bupati, Walikota serta 

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
4
 

Didirikannya Dinas sosial dilatarbelakangi oleh Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang  Nomor 

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. dan 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan 

Hak Dasar Anak.  Lembaga ini dibentuk akibat diskriminasi, penjualan orang, 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta hak-hak anak yang belum 

terpenuhi secara optimal
5
. 

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang masuk kategori 

anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus 

(children in needof special protection). Anak rawan sendiri pada dasarnya 

adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang 

karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur 

menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan 

acap kali pula dilanggar hak-haknya. Dilihat dari hak anak-anak ini, mereka 

mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya yaitu hak untuk 

memperoleh pendidikan yang layak, pengembangan diri dan mental, 

menyatakan pendapat dan berpikir,memperoleh kebutuhan jasmani dan 

                                                             
4
 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

5
 Peraturan Walikota Kota Pekanbaru  Nomor 142  Tahun 2019 
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rohani,memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.
6
 

Ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, tidak ada perhatian dari 

orang tuanya maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak terlantar. Seorang 

anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak ada pengampunya 

akan dikatakan anak terlantar, tetapi seorang anak dapat juga dikatakan 

terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau 

keseluruhan. Ada beberapa sumber yang bisa memberikan kita pemahaman 

mengenaidefenisi dari anak terlantar ini, yaitu di antaranya : 

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia“Defenisi anak terlantar adalah 

anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar 

waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di 

tempat-tempat umum”. 

b. KementerianSosial RI“Anak terlantar adalah anak yang berusia 6–18 

tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan karena sebab 

tertentu (karena beberapakemungkinan : miskin/tidak mampu, salah 

seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua 

orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak 

harmonis, tidak ada pengampu. Kekerasan terhadap anak yang penulis 

lihat adalah mengenai anak-anak yang dibawah umur masih bekerja, 

sehingga membuat anak-anak tersebut kehilangan hak-haknya. Anak-

anak yang penulis lihat sendiri bekerja sebagai pemulung, pengamen, dan 

                                                             
6
 Ibid. Peraturan Walikota Pekanbaru  Nomor 142 Tahun 2019 
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pengemis. Anak- anak pengamen ini dapat dilihat di tempat-tempat 

makan tepi Jalan Soebrantas, dan anak-anak yang memulung kerap 

penulis lihat di perumahan perumahan dan jalanan kota Pekanbaru, 

Penulis mendapatkan data sebanyak 10 orang anak terlantar pada tahun 

2021.7 

Dinas sosial Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi, pelatihan 

dan penyuluhan. Dinas sosial Kota Pekanbaru di tahun 2020 telah melakukan 

kegiatan penyuluhan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di 

hotel Priemere pada tanggal 06-07 Agustus 2020. Namun setelah 

dilakukannya penguatan Sumber Daya Manusia SDM tersebut penulis 

melihat masih adanya hak anak terlantar yang belum tercapai terkhusus di 

kota Pekanbaru. 

Permasalahan diatas juga berkaitan dengan fiqh siyasah, yaitu 

berkaitan antara pemimpin dengan kemaslahatan ummatnya, Adapun salah 

satu ayat Alquran yang berkaitan dengan permsalahan tersebut adalah, surah 

An-Nisa ayat 58  

نََٰتِ إِلََٰٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَ يَْْ ٱلنَّاسِ أَن تََْكُمُوا۟ بٱِإِ    َ نَّ ٱللَََّّ يََمُْركُُمْ أَن تُ ؤَدُّوا۟ ٱلَْْمََٰ لْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللََّّ
ا  ا بَصِيراً  يعَِظُكُم  نعِِمَّ يعًًۢ   بِهِۦٰٓ ۗ إِنَّ ٱللَََّّ كَانَ سََِ

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat”
8
 

 

                                                             
7
 Pekanbaru.go.id/p/news/dinsos-pekanbaru ( diambil pukul 10.00 februari 2021) 

8
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran(LPMQ), 

(Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 15 juli 2019 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang diberikan amanat, 

hendaklah ia berlaku adil. Keadilan merupakan asas kepimpinan. Ia adalah 

asal dari dasar-dasar hukum di dalam Islam. Wajib ada bagi masyarakat 

sosial agar yang lemah dapat mengambil haknya. Yang kuat tidak merampas 

dari yang lemah. Seluruh syariat yang datang dari Allah itu mewajibkan 

mendirikan keadilan. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat 

pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya. 

Kata adil menurut `Ibn „Athiyyah: “telah berkata al-Qâdlî `Abû 

Muhammad: Adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari 

segi akidah dan syariat, kehidupan sesama manusia di dalam melaksanakan 

amanat dan meninggalkan kezaliman, memberikan sesuatu yang hak.
9
 

Dalam kaidah fiqh siyasah juga membahas tentang kemaslahatan 

ummat  

صْلَحَةِ 
َ

 تَصَرُّفُ الِامَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِِلم

Artinya, “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 

bergantung kepada kemaslahatan”
10

 

Dengan demikian bila kita telaah lagi, maka kaidah ini akan 

menuntut pemimpin berlaku kasih sayang terhadap ummatnya, dari kasih 

sayang tersebut maka pemimpin akan melihat apa-apa saja yang dibutuhkan 

rakyatnya, sehingga tercapai keadilan yang merata. 

                                                             
9
 https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html (diambil pada pukul 19.43, 6 

November 2019) 
10

 https://adiharmanto.blogspot.com/2018/04/makalah-kaidah-kaidah-fiqh-siyasah.html 

(diambil pada pukul 19:52, pada 6 November 2019) 

https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html
https://adiharmanto.blogspot.com/2018/04/makalah-kaidah-kaidah-fikih-siyasah.html
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Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa  setiap tindakan atau 

suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-

hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan 

untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban 

amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai 

pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. 

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam 

mengambil kebijakan-kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan 

rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari‟at Islam, sehingga 

andaikata penguasa menetapkan seorang yang fasiq untuk menjadi imam 

shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan. 

Pada Tahun 2021 Anak terlantar  yang ada di kota pekanbaru dan 

terdata di tahun 2021, kasus terbanyak terjadi dari anak jalan yaitu dengan 

13 kasus. Dari 13 anak terlantar tersebut, terbagi menjadi tidak ada identitas 

1 orang laki-laki, anak terlantar yang bukan warga asli pekanbaru 1 orang 

laki-laki, anak yang tidak memiliki status 1 orang laki-laki, anak terlantar 

yang di akibatkan oleh putusnya sekolah 3 orang, 2 orang perempuan 1 

orang laki-laki, anak terlantar korban dari broken home 3 orang, 1 orang 

perempuan dan 2 orang laki-laki, dan anak terlantar yang kedua orang 

tuanya meninggal dunia 4 orang terbagi atas 2 perempuan dan 2 laki-laki. 

Berdasarkan Observasi (pengamatan) yang penulis lakukan 

dilakukan, penulis masih menemukan gejala-gejala yang terjadi dilapangan 

yaitu; 
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1. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Sosial Pekanbaru masih 

memiliki hambatan seperti wabah Covid 19 yang membuat 

pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Pekanbaru tidak terlaksana dengan 

mestinya. 

2. Bahwasanya Dinas Sosial Pekanbaru masih kekurangan dalam tempat 

presentatif untuk anak.. 

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 , mengatur tugas dan fungsi 

lembaga ini, salah satu fungsi dari lembaga adalah fasilitasi, pelayanan 

rehabilitasi social dan rehabilitasi medis. Dari fungi lembaga ini maka 

sangat heran apabila masih ditemuinya anak-anak jalanan yang tidak 

mendapatkan Hak khusus fasilitasi, rehabilitasi, dan rehabilitasi medis. 

Berdasarkan permasalahan yang penulis jumpai, maka penting 

kiranya penilitian ini dilaksanakan, baik secara teoritis dan praktisnya, oleh 

karena itu penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengambil permasalahan 

ini dengan judul; Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam 

Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang  Perlindungan Anak Ditinjau Menurut Perspektif 

Fiqh Siyasah. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian 

ini, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah. Adapun masalah 

yang akan diteliti adalah Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru 



9 

 

Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang  Perlindungan Anak Ditinjau Dari Fiqh Siyasah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka permasalahan 

yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Apa masalah anak terlantar di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak? 

2. Bagaimana  Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak 

Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. 

3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial 

Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?   

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan 

tujuan penelitian : 

a. Untuk mengetahui Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Fiqh 

Siyasah? 
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b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Tugas dan Fungsi Dinas  Kota 

Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ? 

c. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Tugas Dan Fungsi 

Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak ? 

2. Manfaat penelitian 

a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang 

ingin  dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui 

penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan informasi bagi peneliti selanjutnya. 

b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

c. Agar dapat memberikan sumbanngan ilmiah untuk fakultas syariah dan 

hokum 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah ,Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan  

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta 

Sistematika Penulisan 
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BAB II :  KAJIAN TEORI 

Pada bab ini mengkaji tinjauan teoritis mengenai, 

pengertian anak, anak terlantar,ciri-ciri anak 

terlantar, hak anak dalam islam, serta kajian Fqih 

Siyasah terhadap anak. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Tinjauan Umum lokasi penelitian, yaitu gambaran 

umum mengenai Unit Pelaksana Tugas Perlindungan 

Perempuan Dan Anak Dinas Sosial Berisikan 

Sejarah Dinas Sosial, Struktur kepungurusan, serta 

tugas dan fungsi Dinas Sosial. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab tentang Bagaimana funsi Dinas 

Sosial dalam menangani anak terlantar, dan factor 

kendala yang dihadapi saat memberikan 

perlindungan, serta Tinjuan Fqih Siyasah 

BAB V : PENUTUP 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Anak 

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu 

generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang 

berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali 

Indonesia.
11

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud anak secara 

bahasa adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.
12

 Lebih lanjut 

yang dimaksud Anak dalam Konvesi PBB tentang Hak Anak (Convention on 

the Right of the Child) adalah anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 

(delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku terhadap 

seorang anak yang kedewasaan dicapai lebih awal.
13

 

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak 

menurut peraturan perundang – undangan, pengaturan tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut :  

a. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak, “Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” 
14

 

  

                                                             
11

 Nashriana.2011.Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia,Jakarta:Raja 

Grafindo Persada, hal.1  
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/, diakses 29 November 2020 
13

 KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
14

 Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang pelrindungan anak 
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b. Menurut pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) “Anak 

ialah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.  
15

 

c.  Menurut pasal 1 butir 2 Undang- undang No 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, “Anak ialah seseorang yang usianya belum  

mencapai umur 21  (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”  
16

 

d. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU SPPA “Anak merupakan anak yang telah  

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. 
17

 

 

B. Anak Terlantar  

1. Pengertian Anak Terlantar 

Anak terlantar dapat disebut juga sebagai anak jalanan. Pengertian 

anak terlantar ataupun jalanan ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli 

Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang 

menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain 

atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan 

atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban 

karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.
18

 Umumnya anak jalanan 

bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan 

pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, 

pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. 

                                                             
15

 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) 
16

 Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 butir 2, tentang Kesejahteraan anak 
17

 Undang-Undang SPPA Pasal 1 Ayat 3 
18

 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa, 2006), hal.80 
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UNICEF mendefinisikan anak terlantar sebagai those who have 

abandoned their home, school, and immediate communities before they 

are sixteen yeas of age have drifted into a nomadic street life (anak-anak 

berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, 

sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang 

berpindah-pindah). Anak terlantar merupakan anak yang sebagian besar 

menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan 

atau tempat-tempat umum lainnya.
19

 

Mulandar, memberi pengertian tentang anak terlantar yaitu anak-

anak marjinal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi. 

Dikatakan marjinal, karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak 

jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan umumnya tidak menjanjikan 

prospek apapun di masa depan. Mereka juga rentan akibat kekerasan fisik 

dan resiko jam kerja yang sangat panjang. 

Dari beberapa pengertian tersebut, pada hakikatnya apapun definisi 

mengenai anak terlantar adalah sama. Anak terlantar merupakan seseorang 

maupun sekumpulan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik 

untuk mencari nafkah maupun hanya untuk berkeliaran di jalanan 

dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, dan orang tua yang 

tidak dapat mengurusi anak-anaknya dengan benar. 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak pasal 56 ayat 1 dan 2 yang berbunyi,  

                                                             
19

 Departemen Sosial RI, Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan, (Jakarta: 

Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), hal. 20 
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(1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan 

pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu 

Anak, 

(2). Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan 

disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan 

lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu 

perkembangan Anak.
20

 

 Setelah kita pahami arti dari anak terlantar sendiri, menurut 

undang-undang nomor 35tahun 2014, anak terlantar termasuk kedalam 

anak-anak yang harus dilindungi secara khusus, hal ini terlampir pada 

undang-undang 35 tahun 2014 pasal 59 ayat 1 dan 2. 

 Adapun perlindungan khusus yang dimaksud , melalui upaya: 

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi 

secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan 

gangguan kesehatan lainnya 

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan 

c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses 

peradilan
21

 

Setiap warga Negara Indonesia, dilarang secara tegas 

memperlakukan anak secara diskriminatif, yang dapat mengakibatkan 

seorang anak mengalami kerugian baik secara moril maupun materil. Bagi 

masyarakat yang di ketahui melanggar undang-undang tentang anak, yang 

                                                             
20

 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 
21

 Ibid.  
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mengakibatkan anak menjadi terlantar, maka menurut undang-undang 

nomor 35 tahun 2014 maka orang tersebut akan di pidana dengan pidana 

paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak Rp, 100.000.000,00.
22

 

2. Ciri-ciri Anak Terlantar 

Menurut keputusan Menteri Sosial RI No. 27 Tahun 1984 terdapat 

beberapa karakteristik  atau ciri-ciri anak terlantar, yaitu
23

 : 

a. Anak (Laki-laki/Perempuan) usia 5-18 tahun. 

b. Tidak memiliki ayah karena meninggal (yatim), atau ibu karena 

meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar atau 

melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar. 

c. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan 

yang tetap, penghasilan tidak tetap dan sangat kecil, serta tidak mampu 

membiayai sekolah anaknya. 

d. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah 

sendiri maupun rumah sewaan. 

e. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu) dan saudara, serta belum 

ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan 

dasar dalam kehidupan anak.  

f. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 

g. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan 

tidak mendapat pendidikan. 

 

                                                             
22

 Ibid.   
23

 Keputusan menteri sosial nomor 27 tahun 1984 
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3. Hak-hak Anak Terlantar 

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan 

hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan 

tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014. 

Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang 

harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.   

Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi 

Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam 

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas 

pada pasal 2.
24

 

Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah  : 

a. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak 

Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. 

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni
25

 :  

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-

hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada 

dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk 

apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 

agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul 

kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, 

kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang 

tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan 

mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak 

                                                             
24

  Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, (Jakarta: ELSAM, 2005), 

hal.2. 
25

 Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2014 
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dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang 

didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau 

keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota 

keluarga”. (Ayat 2).” 

b. Prinsip yang terbaik bagi anak ( best interest of the child ). Yaitu 

bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan 

oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan 

legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus 

menjadi pertimbangan utama. (Pasal 3 ayat 1).
26

 

c. Prinsip atas hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan (the 

rights to life, survival and development ). Yakni bahwa negara-negara 

peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas 

kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara 

peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup 

dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2). 

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of 

the child).Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut 

hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam 

setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 

1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin 

agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh 

hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam 

semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan 

dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.
27

 

 

                                                             
26

 Loc.Cit, Supriyadi W. Eddyono, 
27

 Ibid. 
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C. Hak Anak dalam Pandangan Islam 

1. Kedudukan Anak di Dalam Islam 

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur‟an untuk 

menunjuk kepada pengertian “anak”, antara lain kata “al-walad” atau “al-

aulad”. (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3)  

ىذََ   َٗ ب  ٍَ َّٗ اىِذٍ  َٗ َٗ  

Artinya : dan demi bapak dan anaknya
28

 

 QS.at-Taghabun: 14  

بَ َٰٓأيَُّٖ َِ  يَ  ٌۡ فَ  ٱىَّزِي ا ىَّنُ ّّٗٗ ٌۡ عَذُ ذِمُ ىَ  ۡٗ أَ َٗ  ٌۡ جِنُ  َٗ ِۡ أصَۡ ٍِ  َُّ اْ إِ َٰ٘ٓ ُْ ٍَ ٌۡ  ءَا  ٱدۡزَسُُٕٗ

 َُّ ِ رغَۡفشُِٗاْ فإَ َٗ رصَۡفذَُ٘اْ  َٗ إُِ رعَۡفُ٘اْ  َٗ َ ٌٌ  ٱللَّّ دِي   ٤١غَفُ٘سٞ سَّ
 

Artinya: Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-     

isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu 

maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu 

memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) 

maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.
29

 

 
QS. Al-Anfal: 28  

ٓ اَجْرٌ  َ عِنْدَه  اَنَّ الّلّه َّمَآ اَمْوَالكُُُْ وَاَوْلََدُكُُْ فِتْنةٌَ ۙوَّ ا اَن ٌ  عَظِيْ وَاعْلمَُوْٓ  
Artinya : Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah 

sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang 

besar
30

 

 

Adanya ayat-ayat al-Qur„an dan al-Hadits yang berbicara tentang 

anak seperti di atas, dan sebenarnya masih banyak lagi dalam ayat atau 

hadits Nabi yang lain, menunjukkan betapa perhatian Islam terhadap anak. 

Atau dengan perkataan lain, Islam memandang bahwa anak memiliki 

                                                             
28

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran(LPMQ), 

(Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 15 juli 2019 
29

 Ibid. Kementrian Agama Republik Indonesia 
30

 Ibid. Kementrian Agama Republik Indonesia 
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kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya 

sendiri, masy arakat maupun bangsa secara keseluruhan. 

Disamping itu, peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal 

orang tua yang pahalanya tiada putus-putus dan tetap akan mengalir 

walaupun orangtuanya telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana 

ditegaskan oleh Rasulullah Saw.dalam sabdanya: 

قزُيَۡجخَُ  َٗ ُِ أيَُّ٘ةَ  ٚ  ثۡ ثَْبَ يذَۡيَ َِ سَعِيذٍ  –دَذَّ ثَْبَ  –يعَْۡيِ اثۡ ُِ دُجۡشٍ. قبَىُ٘ا: دَذَّ اثۡ َٗ

بعِيوُ  ََ ُِ جَعۡفشٍَ  –إسِۡ َ٘ اثۡ ُٕ–  َُّ ِۡ أثَيِ ٕشَُيۡشَح؛َ أَ ِٔ، عَ ِۡ أثَِي ِِ اىۡعَلََءِ، عَ عَ

ِۡ  صلى الله عليه وسلمسَسُ٘هَ اللهِ  ٍِ ِۡ ثلَََسٍ: إلََِّّ  ٍِ ئُُ إِلََّّ  ََ ُٔ عَ ْۡ قطَعََ عَ ّۡ ُُ ا سَب ّۡ بدَ الِۡۡ ٍَ قبَهَ: )إِرَا 

ىذٍَ صَبىِ  َٗ  ۡٗ ِٔ، أَ زفَعَُ ثِ ْۡ ٌٍ يُ ٗۡ عِيۡ خٍ يذَۡعُ٘ ىَُٔ(صَذَقخٍَ جَبسِيخٍَ، أَ . 

Artinya: Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa’id, dan Ibnu Hujr telah 

menceritakan kepada kami. Mereka mengatakan: Isma’il 

bin Ja’far menceritakan kepada kami, dari Al-‘Ala`, dari 

ayahnya, dari Abu Hurairah; Bahwa Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila seseorang telah 

meninggal, maka amalnya terputus darinya, kecuali dari 

tiga hal: kecuali dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, 

atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan 

untuknya.”
31

 

 

Dari hadits di atas, kedudukan anak disamping sebagai pelanjut 

perjuangan orangtua, pelestari keturunan dan sebagainya, tetapi juga 

sekaligus sebagai investasi amal bagi orangtuanya yang pahalanya terus 

menerus tiada henti.Itulah barangkali yang menyebabkan Allah menyebut 

peristiwa kelahiran anak itu sebagai sesuatu yang menggembirakan. 

 

 

                                                             
31

 Ismail bin isa, http://ismailibnuisa.blogspot.com/2015/10/shahih-muslim-hadits-nomor-

1631.html. Shahih muslim no.1631 
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2. Hak Anak dalam Islam 

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur„an dan hadits Nabi yang 

membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:  

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, terdapat dalam, (QS an-

nissa: 59) 

وۡنَ انَۡ الَمَۡ تزََ الِىَ الَّذِيۡهَ يزَۡعُمُىۡنَ اوََّهُمۡ اٰمَىىُۡا بمَِاۤ اوُۡزِلَ الِيَۡكَ وَمَاۤ اوُۡزِلَ مِهۡ قبَۡلِكَ يزُِيۡدُ  

ا  ا انَۡ يَّكۡفزُُوۡا بهِٖ ؕ وَيزُِيۡ يَّتحََاكَمُىۡۤ يۡـطٰهُ انَۡ اِلىَ الطَّاغُىۡثِ وَقدَۡ امُِزُوۡۤ دُ الشَّ

ا ۢ بعَِيۡدا  يُّضِلَّهُمۡ ضَلٰلًا
Artinya : . Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.
32

 

 

Ayat ini menjelaskan hak untuk hidup seseorang yang bahkan 

dari dalam janin hingga ia tumbuh dan berkembang 

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. 

Terdapat dalam, (QS At-Tahrim: 6).  

قىُْدُهَا الىَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهَا  ا وَّ ا اوَْفسَُكُمْ وَاهَْلِيْكُمْ واَرا يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْهَ اٰمَىىُْا قىُْٰٓ

ى ِكَتٌ غِلًَ 
ۤ
مَزُوْنَ مَلٰ ْْ َ مَآٰ امََزَهُمْ وَيفَعْلَىُْنَ مَا يُ

ىْنَ لّلّٰ ُُ دَادٌ ََّّ يعَْ ِِ ظٌ   

Artinya:  wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah 

terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan 

selalu mengerjakan apa yang diperintahkan..”
33
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Yang mana ayat ini menjelaskan kepada manusia untuk 

menjaga dirinya dari siksa api neraka, menjaga diri dari siksa api 

neraka juga termasuk menjaga anaknya dari api dunia. 

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. Didasari dengan (QS.Al 

baqarah: 233.  

 َٗ دُ ۞ ىِذَ   َ٘ ٌَّ  ٱىۡ ِۡ أسََادَ أَُ يزُِ ََ ِِِۖ ىِ يَيۡ ٍِ ِِ مَب ىيَۡ ۡ٘ َِّ دَ ذَُٕ ىَ  ۡٗ َِ أَ يشُۡضِعۡ

ضَبعَخَ   عَيَٚ  ٱىشَّ ىُ٘دِ َٗ ۡ٘ ََ َِّ ثِ  ۥىَُٔ  ٱىۡ رُُٖ َ٘ مِسۡ َٗ  َِّ عۡشُٗفِ  سِصۡقُُٖ ََ لََّ رنَُيَّفُ  ٱىۡ

ىذََِٕب  َ٘  ثِ
ىِذَحُُۢ  َٗ سۡعََٖب  لََّ رضَُبَٰٓسَّ  ُٗ لََّ ّفَۡسٌ إلََِّّ  ىُ٘دٞ ىَّ  َٗ ۡ٘ ىَذِِٓ  ٔۥُ ٍَ َ٘ عَيَٚ   ۦ ثِ َٗ

اسِسِ  َ٘ سٖ فلَََ جُْبَحَ  ٱىۡ ُٗ رشََب َٗ ب  ََ ُٖ ْۡ ٍِّ ُۡ أسََادَا فِصَبلَّا عَِ رشََاضٖ  ِ ىلََِۗ فإَ
ثۡوُ رَ  ٍِ

 ٍَّ زٌُ  َۡ ٌۡ إرَِا سَيَّ ٌۡ فلَََ جُْبَحَ عَييَۡنُ ذَمُ
ىَ  ۡٗ اْ أَ َٰ٘ٓ ٌۡ أَُ رسَۡزَشۡضِعُ ُۡ أسََدرُّ إِ َٗ  

بَۗ ََ ِٖ  بَٰٓ عَيَيۡ

عۡشُٗفَِۗ ٱءَارَيۡزٌُ ثِ  ََ َ  ٱرَّقُ٘اْ َٗ  ىۡ اْ َٗ  ٱللَّّ َٰ٘ٓ َُ َُّ  ٱعۡيَ َ أَ َُ ثَصِيشٞ  ٱللَّّ يُ٘ ََ ب رعَۡ ََ   ٣٢٢ثِ
Artinya : . Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 

pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.
34

 

 

Didalam ayat ini mengajarkan bahwa seorang ibu di haruskan 

menyusui anaknya agar sempurnanya penyusuan. Dari lahir seorang 

anak sudah harus diberikan hak nya terutama untuk kesejahteraan. 
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3. Kaidah kaidah fiqh siyasah 

Seperti diketahui bahwa fiqh siyasah adalah hukum Islam yang 

objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, fiqh 

siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum 

internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh 

siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpin-

pemimpinnya sebagai penguasa yang konkrit di dalam ruang lingkup satu 

negara atau antarnegara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik 

nasional maupun internasional. Di antara beberapa kaidah fiqh di bidang 

fiqh siyasah yang dianggap penting untuk diketahui: 

صْيذََخِ  ََ ُْ٘طٌ ثبِى ٍَ عِيخَِ  ًِ عَيَٚ اىشَّ ب ٍَ فُ الَِّ  رصََشُّ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 

kemaslahatan” 

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus 

berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa 

nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Banyak contoh yang 

berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat 

dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, 

dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuan nya. 

Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan 

rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Dalam upaya-upaya 

pembangunan misalnya, membuat irigasi kepada para petani, membuka 

lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga 



24 

 

lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan professional, 

dan lain sebagainya. 

أُ .  اىَْخِيبَّخَُ لَّرَزَجََضَّ
“Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi” 

Apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap salah 

satu amanah yang dibebankan kepadanya, maka ia harus dipecat dari 

keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya. Contohnya, seorang 

kepala daerah memiliki banyak amanah yang dibebankan kepadanya, baik 

tentang keuangan, kepegawaian, maupun tentang kebijakan yang arif dan 

bijaksana. Apabila ia menyalahgunakan wewenangnya, misalnya dibidang 

keuangan dengan melakukan korupsi, maka ia harus di hukum dan dipecat. 

Artinya seluruh amanah lain yang dibebankan kepadanya, karena 

jabatannya itu menjadi lepas semuanya. Sebab melanggar salah satunya 

berarti melanggar keseluruhannya.
35

 

ُْ يخَْطئََ اَُّ ا   ًَ أَ ب ٍَ ُْ يخَْطئََ فيِ اىعُقُ٘ثخَلَِّ ِْ اَ ٍِ ِ٘ خَيْشٌ  ٌ  فيِ اىعَفْ  

“Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada 

salah dalam menghukum”.
36

 

Maksud kaidah tersebut di atas menegaskan bahwa kehati-hatian 

dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan  sampai akibat dari 

keputusan pemimpin mengakibatkan kemunduran kepada rakyat dan 

bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada 

bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, 

maka yang terbaik adalah memberi maaf. 
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ٍَّخِ  ِ٘لَّيَخَِ اىعَب َِ اى ٍِ  ٙ َ٘ خُ أقَْ ِ٘لَّيَخَُ اىخَبصَّ  اى

“Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan 

yang umum”. 
37

 

Dalam fiqh siyasah ada pembagian kekuasaan sejak zaman 

kekhalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul 

berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Ada khalifah sebagai 

lembaga kekuasaan eksekutif, ada lembaga legislatif dan lembaga 

yudikatif. Bahkan ada lembaga pengawasan.Maksud kaidah tersebut 

tersebut di atas bahwa lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat 

kekuasaannya dari pada lembaga yang umum. Contohnya Camat lebih 

kuat kekuasaannya dalam wilayahnya daripada kepala desa; wali nasab 

lebih kuat kekuasaannya terhadap anaknya dari pada lembaga peradilan 

agama, dan seterusnya. 

ًِ لَّيَقُْجوَُ فيِ دَ  ْٖوِ الأدَْنَب ًِ اىعُزْسُ ثجَِ اسِ الِۡسْلََ  

“Tidak dterima di negeri muslim pernyataan tidak tahu hukum”
38

 

Sudah tentu yang dimaksud tidak tahu hukum di sini adalah hukum 

yang bersifat umum karena mesyarakat mestinya mengetahui, seperti 

hukum mentaati ulil amri adalah wajib, zakat itu wajib, dan lain 

sebagainya. 

ٌُ اه يْ أصَْوُ فيِ اىعَلَقَخَِ اىسِّ  

“Hukum asal dalam hubungan antar negara adalah perdamaian”
39
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Ajaran Islam baik dalam hubungan antara manusia maupun antara 

negara adalah perdamaian. Perang hanya dilakukan untuk melakukan 

pertahanan diri. Perang bersifat temporer dan dilakukan ketika satu-

satunya penyelesaian adalah perang. Perang itu karena darurat. Oleh sebab 

itu, harus memenuhi persyaratan darurat. Apabila terpaksa terjadi perang, 

harus diupayakan kembali kepada perdamaian, baik dengan cara 

penghentian sementara, perjanjian, dan dengan melalui lembaga arbitrase. 

ٌْ يصَِخُّ فيِ دَاسِ اىذَشْةِ  ًِ ىَ ٌْ يصَِخُّ فيِ دَاسِالِۡسْلََ جِيْعٍ ىَ ٍُ  مُوُّ 

“Setiap barang yang tidak sah dijual belikan di negeri Islam, maka tidak 

sah pula dilakukan di negeri harbi” 

Negara harbi adalah negara yang sedang berperang dengan negara 

Islam. Kaidah ini dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi`i. Kaidah ini 

berkaitan dengan nasionalitas. Artinya, dimana pun berada, barang-barang 

yang haram tetap haram hukumnya. Jadi seorang muslim yang pergi ke 

luar negeri, tetap haram baginya makan daging babi, minum minuman 

yang memabukkan, melakukan riba dan sebagainya. Selain itu, dia harus 

tetap shalat, puasa, memegang amanah, dan lain sebagainya. 

 ٌِ سْيِ َُ عَ اى ٍَ ب يشُْعَٚ  ََ عَ اىنَبفشِِ مَ ٍَ  اىعَقْذُ يشُْعَٚ 

“Setiap perjanjian dengan orang non muslim harus dihormati seperti 

dihormatinya perjanjian semua muslim”.
40

 

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, atau transaksi antara 

individu muslim dan non muslim dan antara negeri muslim dan non 

muslim secara bilateral atau unilateral. 
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بيخَ ََ  اىجِجبَيخَُ ثبِىذِ
“Pungutan harus disertai dengan perlindungan” 

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari 

rakyat, baik berupa zakat, rikaz, ma`dun, kharaj, wajib disertai dengan 

perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkannya. 

Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. 

Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka 

pemerintah tidak berhak memungut apa pun dari rakyatnya. Yang 

dimaksud dengan perlindungan ini adalah rakyat harus dilindungi 

hartanya, darahnya dan kehormatannya. Termasuk di dalamnya 

menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, 

bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan 

prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.
41

 

سْزذََتِ  ٍُ َِ اىخِلََفِ  ٍِ  اىخُشُٗجُ 

Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi” 

Dalam kehidupan bersama sering terjadi perbedaan pendapat. 

Perbedaan pendapat ini penting dalam memberi alternatif pemecahan 

masalah. Tetapi, kembali kepada kesepakatan itu disenangi, setelah terjadi 

terjadi perbedaan pendapat tadi, ini agar kehidupan masyarakat menjadi 

tenang kembali.
42

 

ب لَّيَذُْسَكُ مُئُُّ لََّ  يزُْشَكُ مُئٍَُّ  
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“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan 

seluruhnya” 

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik 

sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak 

berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat 

dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan 

kemampuan yang ada. 

ب عَييَْْبَ ٍَ  ٌْ ِٖ عَييَْ َٗ بىَْبَ  ٍَ  ٌْ  ىَُٖ

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap 

mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita” 

Kaidah di atas tersebut menegaskan adanya persamaan hak dan 

kewajiban di antara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral 

ukhuwah wathaniyah, meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan 

budaya, serta kekayaannya. Ulama menggunakan kaidah di atas dalam 

konteks hubungan antar negara muslim dan dzimmi. Mereka 

berkedudukan sama di depan penguasa dan hukum.
43

 

4.Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari 

perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk 

peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu 

penelitian dapat memposisikan penelitian serta menujukkan orsinalitas dari 

penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil 

penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, 
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kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah 

terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. 

Nama,Judul (tahun) 

Penerbit,metode Penelitan 

Teori 

Penelitian 

Fokus 

Penelitian 

Hasil Penelitaian 

Rizky, Peran unit 

Pelaksana Tugas 

Perlindungan 

Perempuan Dan Anak 

(upt-ppa) Kota 

pekanbaru Terhadap 

Anak Terlantar Korban 

Tindak Kekerasan  

Dalam Persefektif Fiqh 

Siyasah 

Penelitian 

Lapangan 

atau 

penelitian 

sosiologis  

UPT-PPA Dari uraian hasil penelitian ini 

dapatkita lihat bahwa,UPT-PPA 

telah melakukan berbagai upaya 

dalam memberi layanan 

terhadap anak korban tindak 

kekerasan ,pembulian,maupun 

kejahatan seksual. 

Nindita, 

PELAKSANAAN 

PEMBINAAN ANAK 

TERLANTAR DI 

BALAI 

REHABILITASI 

SOSIAL “WILOSO 

MUDA-MUDI” 

PURWOREJO 

Penelitian 

lapangan 

dan dinas 

sosial 

provinsi 

jawa tengah 

Dinas 

Sosial 

Provinsi 

Jawa 

tengah 

Hasil penelitian ini, Pelaksanaan 

pembinaan anak terlantar 

meliputi (a) penyampaian materi 

menggunakan bahasa sederhana 

dan diselingi dengan contoh 

kehidupan sehari-hari. Ketiga 

peran pendamping tersebut 

diperlukan dalam 

menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi anak, sebagai 

motivator dalam kegiatan 

belajar maupun sebagai bentuk 

pengawasan dalam kehidupan 

sosial anak. 

Andi risky, 

PENANGANAN 

ANAK TERLANTAR 

OLEH DINAS SOSIAL 

BERDASARKAN 

PASAL 34 UUD 

TAHUN 1945 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

yuridis 

sosiologis 

Dinas 

Sosial 

Kabubaten 

Gowa 

Dinas sosial merupakan salah 

satu instansi di bawah naungan 

Kementerian Sosial yang 

mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan di 

bidang rehabilitasi sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan 

sosial, perlindungan sosial, dan 

penanganan fakir miskin untuk 

membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan 

pemerintahan negara 
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Rosyadi, Perlindungan 

hukum terhadap anak 

terlantar dari fiqh 

siyasah 

Lembaga 

hukum 

islam 

Lembaga 

hukum kota 

bandung 

kota 

bandung  

Anak merupakan generasi perus 

bangsa yang harus kita lindungi, 

baik dan buruk perjalanan anak 

tersebut merupakan secara 

yuridis berbagai hal yang 

berkaitan tentang anak terlantar 

di Indonesia di atur dalam 

undang-undang 35 pasal 4 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Untuk menjawab  permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian 

ini maka penulis menyusun metode peneletian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian adalah berdasarkan berapa uraian singkat yang 

telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan 

survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai 

dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui 

observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau 

informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.
44

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini termasuk dalam objek penelitian, karena 

objek termasuk pada sifat, keadaan dari suatu benda. Maka dari itu objek 

dari penelitian ini berlokasi Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih 

lokasi ini terkait dengan kewenangan Dinas Sosial terhadap pemberian 

pelayanan hak khusus anak. 

  

                                                             
44

 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 

2003).Cet. ke-1,  hal. 133. 
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3. Populasi  

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti 

berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah di tentukan 

sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang 

dapat mewakili keseluruahan objek penelitian untuk mempermudah 

peneliti dalam menemukan penelitian.
45

 

Ada pun yang akan menjadi populasi dan sampel dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah, 

Lembaga Dinas Sosial,Dan anak terlantar yang ada di pekanbaru serta 

Kepala Seksi rehabilitasi dan perlindungan anak. 

4. Sumber dan Jenis data 

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian. 

Sumber data dibagi 2 yaitu: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah kepala Dinas 

Sosial, serta pegawa-pegawai Dinas Sosial.  

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-

buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan 

masalah yang sedang diteliti.46 

  

                                                             
45

 Bambang Waluyo, Penelitian hukum dalam Praktek, (Jakarta: sinar Grafika, 2002)Cet. 

Ke-1, hal. 43. 
46

 Amiruddin,  Op Cit. hal.30 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau 

terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap 

gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.47 

b. Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to 

face) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 

masalah penelitian kepada seorang responden48. Wawancara dilakukan 

kepada ketua Dinas Sosial serta beberapa pegawai Dinas Sosial.  

c. Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan 

mengambil dokumen49 

6. Analisis data 

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk 

alat-alat statistik yang relavan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam 

hal analisis data kualitatif, Bodgon menyatakan bahwa analisis adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih 

                                                             
47

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung:Alfabeta,2014) ,hal.64 
48

 Juliansyaah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah,( 

Jakarta:Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, hal.138 
49

Jonatahan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 2006, hal.225  
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nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa, dinas sosial telah melakukan 

berbagai upaya dalam memberikan pelayanan terhadap anak terlantar yang 

menjadi korban dari tindak kekerasan, pembulliyan, maupun kejahatan 

seksual. Upaya yang dilakukan oleh dinas sosial berupa  layanan medis, , 

memberikan layanan konseling ,dan menyediakan rumah aman bagi anak-

anak sebagai korban. 

2. Kendala yang dihadapi oleh dinas sosial dalam menjalankan tugasnya 

adalah bahwa kendala-kendala yang dijumpai oleh dinas sosial baik dari 

internal maupun eksternal terdapat beberapa kendala, seperti anak terlantar 

yang menjadi korban tidak dapat  memberikan keterangan dikarenakan 

telah terkena dampak dari keadaan psikisnya, yang kedua adanya rujukan-

rujukan dari instansi lain tanpa adanya pendampingan dari instansi tersebut 

membuat dinas sosial bingung untuk menanggapi surat rujukan tersebut, 

dan yang terakhir kendala yang dijumpai oleh dinas sosial dalam 

menjalankan tugasnya ialah tempat yang belum refrentatif membuat kerja 

para pegawai dinas sosial tidak berjalan nyaman. 

3. Funsi dinas sosial dalam pandangan Fiqh siyasah, sangat berhubungan erat 

yaitu dari tugas dan fungsi dinas sosial yang melindungi hak anak 
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terlantar, berkaitan dengan kaidah fiqh yang artinya, kebijakan pemimpin 

sangat bergantung kepada kemaslhatan masyarakatnya, dan juga kegiatan 

konseling yang dilakukan oleh dinas sosial Juga sangat berhubungan 

dengan memilihara kesehetan mental dalam islam. 

B. Saran  

Adapun saran penulis mengenai pelaksanaan fungsi dinas sosial di 

Kota Pekanbaru sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada dinas sosial kota Pekanbaru hendaknya melakukan 

penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat bekerjasama 

dengan masyarakat, terlebih masyarakat yang tidak peduli dengan keadaan 

anak-anak terlantar yang telah direbut haknya oleh keluarga mereka 

sendiri. Sehingga masyarakat yang paham hendaknya melakukan laporan 

kepada dinas sosial agar ditindaklanjuti. 

2. Diharapkan kepada dinas sosial memberikan ruangan konseling khusus 

kepada Anak, agar setiap anak yang menjadi korban dapat merasakan 

kenyamanan saat pemeberian konseling kelak. 
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